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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Kontribusi 

Kontribusi menurut kamus umum bahasa Indonesia (KUBI) adalah 

uang iuran dan sumbangun. Pengertian lain dari kontribusi adalah ikut serta 

maupun memberikan ide, tenaga dan sebagainya dalam suatu kegiatan. 

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah 

kegiatan yang dilaksanakan.
28

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana bantuan Program Keluarga Harapan memberikan sumbangan atau andil 

dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang menjadi peserta Program 

Keluarga Harapan di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang 

Kabupaten Kampar. 

Kontribusi merupakan sumbangan baik berbentuk materi maupun non 

materi yang dilakukan seseorang maupun badan hukum dalam suatu kegiatan 

ataupun aktifitas untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Demikian 

juga dengan Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada masyarakat 

Kelurahan Pasir Sialang dengan tujuan dapat mengentaskan kemiskinan 

melalui peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan, sehingga dapat 

mensejahterakan kehidupan masyarakat dimasa yang akan datang. 

 

B. Pengertian Program Keluarga Harapan dan Dasar Hukumnya 

Semenjak tahun 2007 Pemerintah indonesia telah melaksanakan 

Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal dengan Program 

                                                             
28

Irsandi Octovido, Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber 

Pendapatan Asli Daerah Kota Batu, Jurnal, (Malang: Universitas Brawijaya Malam, 2014) 



 28 

Keluarga Harapan (PKH) guna terlaksananya percepatan penanggulangan 

kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial. 

Program bantuan tunai bersyarat atau disebut Conditional Cash Transfers 

(CCT), yang telah dilaksanakan dibeberapa negara dan cukup berhasil dalam 

menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara yang melaksanakan 

CCT.
29

 

1. Pengertian Program Keluarga Harapan 

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan 

tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin/keluarga sangat miskin 

(RTSM/KSM) yang ditetapkan sebagai peserta (PKH).
30

Program Keluarga 

Harapan (PKH) tidak sama dan bukan merupakan lanjutan program 

subsidi/bantuaan langsung tunai(BLT)yang sudah berlangsung selama ini 

dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya beli 

pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM.
31

 

Program Keluarga Harapan(PKH)lebih dimaksudkan sebagai upaya 

membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam 

rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk 

miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi 

selama ini.Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa 

sangat bermanfaat bagi keluarga miskin, terutama keluarga dengan 

kemiskinan kronis.
32

 

                                                             
29

Pedoman Umum Program  Keluarga Harapan, Tahun 2013. h. 1 
30

 Ibid. h. 13 
31

 Ibid. h. 1 
32

 Ibid. h. 1 



 29 

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan dan 

perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster pertama strategi 

penanggulangan kemiskinan di Indonesia, program ini merupakan bantuan 

tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. 

Kesinambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat 

pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals 

atau MDGs). Setidaknya ada lima komponen tujuan MDGs yang didukung 

melalui PKH, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, 

pencapaian pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak, dan 

peningkatan kesehatan ibu.
33

 Dengan PKH diharapkan peserta PKH memiliki 

akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu : 

kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, termasuk menghilangkan kesenjangan 

sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini yang melekat 

pada diri masyarakat miskin. 

Kriteria peserta Program Keluarga Harapan adalah rumah tangga 

sangat miskin/keluarga sangat miskin yang memenuhi satu atau beberapa 

kriteria dibawah ini :
34

 

1. Ibu hamil/ibu nifas/anak balita 

2. Anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra 

sekolah) 

3. Anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun) 
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4. Anak SLTP/MTS/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun) 

5. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar 

6. Anak penyandang disabilitas berusia 0-18 tahunyang dimaksud adalah 

anak yang belum mendapatkan JS Paca 

PKH akan memberi manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Untuk 

jangka pendek, PKH memberikan income effect kepada KSM/RTSM melalui 

pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Untuk jangka panjang, 

program ini diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan antar 

generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kapasitas 

pendapatan anak di masa depan serta memberikan kepastian kepada anak akan 

masa depannya (insurance effect).
35

Secara faktual dan teori yang ada tingkat 

kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan 

dan pendidikan.Rendahnya penghasilan rumah tangga sangat miskin 

menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan 

dan pendidikan, untuk tingkat minimal sekalipun.
36

 

2. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)
37

 

1. Undang-undang nomor 40 tahun 2004, tentang sistem jaminan sosial 

nasional 

2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi 

publik 

3. Undang-undang nomor 11 tahun 2010, tentang kesejahteraan sosial 

4. Undang-undang nomor 13 tahun 2011, penanganan fakir miskin 
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5. Peraturan presiden nomor 15 tahun 2010, tentang percepatan penanganan 

penanggulangan kemiskinan 

6. Inpres nomor 3tahun 2010, tentang program pembangunan 

yangberkeadilan poin lampiran yang ke 1 tentang penyempurnaan 

pelaksanaan Program Keluarga Harapan 

7. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan 

korupsi poin lampiran ke 46 tentang pelaksanaan transparansi penyaluran 

bantuan langsung tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin 

(RTSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) 
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C. Mekanisme dan Prosedur Program Keluarga Harapan 
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1. Proses Penetapan Sasaran 

Targeting PKH didasarkan atas basis data terpadu untuk data 

perlindungan sosial dari TNP2K yang bersumber dari hasil pendataan program 

perlindungan sosial oleh BPS. Proses penetapan sasaran menghasilkan data 

calon peserta PKH sesuai dengan persyaratan PKH dan jumlah calon peserta 

PKH perdaerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa).
38

 

a. Penetapan Lokasi dan Pemilihan Calon Peserta PKH 

Penetapan Kabupaten/Kota dan Kecamatan terutama 

didasarkanatas komitmen pemerintah daerah dalam bentuk :
39

 

1) Pengajuan proposal dari Pemda Kabupaten /Kota ke UPPKH pusat 

dengan melampirkan surat rekomendasi Provinsi. 

2) Ketersediaan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang 

memadai untuk mendukung program PKH 

3) Penyediaan fasilitas sekretariat UPPKH Kabupaten/Kota 

4) Penyediaan fasilitas sekretariat untuk pendamping PKH di Kecamatan. 

5) Penyediaan dana penyertaan PKH melalui APBD I dan II minimal 

sebesar 5%, dihitung dari total bantuan peserta PKH baik Provinsi 

maupun ditingkat Kabupaten/Kota 

Faktor lain yang menjadi pertimbangan UPPKH pusat berdasarkan 

data base yang disediakan oleh TNP2K , maka UPPKH pusat melakukan 

pemilihan RTSM/KSM yang bisa menjadi peserta PKH sesuai dengan 
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kriteria. RTSM/KSM yang dipilih sebagai calon peserta PKH adalah 

RTSM/KSM yang mempunyai salah satu atau lebih kriteria berikut: 

1. Ibu hamil/ibu nifas/anak balita 

2. Anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra 

sekolah) 

3. Anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun) 

4. Anak SLTP/MTS/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun) 

5. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar 

6. Anak penyandang disabilitas berusia 0-18 tahun yang dimaksud adalah 

anak yang belum mendapatkan JS Paca 

Hasil proses seleksi ini adalah daftar nama RTSM/KSM calon 

peserta PKH yang dilengkapi dengan alamatnya. Daftar nama disini adalah 

perempuan dewasa (ibu, nenek, dan bibi) yang mengurus RTSM/KSM 

yang akan menerima bantuan PKH dan nama anggota RTSM/KSM yang 

berhak menerima bantuan PKH. 

Dalam pelaksanaan PKH, kementrian sosial telah melakukan 

sinergitas dengan program lain seperti jamkesmas dan jampersal dari 

kementrian kesehatan serta beasiswa pendidikan bagi keluarga miskin dari 

kementrian pendidikan dan kebudayaan. Selain itu pelaksanaan PKH telah 

bersinergi dengan kelompok usaha bersama (KUBE), ASKESOS, usaha 

ekonomi produktif (UEP), BSM, beras miskin (raskin) dan program 

pengurangan pekerja anak yang dilaksanakan kemenakertrans. 
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b. Proposal 

Menindaklanjuti penetapan lokasi PKH dimasing-masing daerah 

maka daerah perlu mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :
40

 

a. Pembentukantim kordinasi PKH di kabupaten/kota. pembentukan tim 

harus berkoordinasi dengan tim koordinasi penanggulangan 

kemiskinan daerah (TKPKD) 

b. Penyediaan kantor sekretariat dan fasilitas pendukung (termasuk 

sistem komputer untuk mendukung MIS PKH) di UPPKH 

kabupaten/kota. 

c. Penyediaan kantor sekretariat UPPKH dikecamatan. 

d. Melakukan sosialisasi meliputi : 

1) Sosialisasi kepada tim koordinasi Kabupaten /Kota 

2) Sosialisasi kepada aparat pemerintah dilevel kecamatan dan 

kelurahan 

3) Sosialisasi kepada masyarakat 

2. Proses Persiapan dan Validasi Awal 

Setelah proses penetapan sasaran (targeting) selesai, UPPKH pusat 

melakukan validasi calon peserta PKH. Tahapan proses validasi meliputi :
41

 

a. Pencetakan dan Pengiriman Formulir Validasi 

UPPKH pusat melakukan pencetakan dan pengiriman data 

RTSM/KSM calon peserta PKH ke UPPKH kabupaten/kota untuk 

keperluan validasi. Data ini mencakup seluruh anggota RTSM/KSM yang 
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berhak menerima bantuan  programPKH diKabupaten/Kota yang menjadi 

wilayah PKH. 

b. Penyususnan Jadwal Pertemuan Awal (PA) 

Setelah UPPKH Kabupaten/Kota penerima data RTSM/KSM calon 

peserta PKH dan formulis validasi serta formulir undangan PA.Operator 

UPPKH Kabupaten/Kota dan pendamping berkoordinasi untuk melakukan 

persiapan PA. 

c. Pertemuan Awal dan Validasi 

Sebelum melaksanakan PA, pendamping mengisi blanko atau 

mengambil formulir validasi dari UPPKH jika dicetak menggunakan 

komputer.Untuk pelaksanaan PA, pendamping harus berkoordinasi dengan 

aparat kecamatan dan kelurahan/desa setempat. 

Tujuan pertemuan awal adalah : 

a) Menginformasikan tujuan dan ketentuan PKH 

b) Melakukan validasi dan pemutakhiran data RTSM/KSM 

c) Menjelaskan komitmen yang harus dilakukan oleh peserta PKH untuk 

dapat menerima bantuan 

d) Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila peserta PKH tidak 

memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam  program 

e) Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas 

pelaksanaan PKH 
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f) Meminta RTSM/KSM untuk menandatangani surat pernyatann yang 

tertera didalam surat undangan pertemuan awal sebagai tanda 

kesediaan mengikuti komitmen yang ditetapkan dalam program 

g) Memfasilitasi pembentukan kelompok ibu peserta PKH, termasuk 

penunjukan ketua kelompok 

h) Menjelaskan hak dan kewajiban ibu peserta PKH 

i) Menerima pengaduan 

j) Menjelaskan tentang jadwal penyaluran bantuan PKH 

k) Penjelasan jadwal kunjungan ke fasilitas kesehatan (oleh petugas 

kesehatan) 

l) Penjelasan tentang pendaftaran sekolah 

Apabila terdapat RTSM/KSM terpilih yang tidak hadir, maka 

pendamping desa berkewajiban menemui RTSM/KSM tersebut setelah 

pertemuan awal dan melakukan proses sebagaimana diatas. 

d. Penetapan Peserta dan Pencetakan Kartu Peserta PKH 

Setelah PA selesai dilakukan, pendamping melakukan entry data 

menggunakan aplikasi sim PKHstand alone melalui komputernya masing-

masing, selanjutnya data hasil entry didownload  dan diserahkan ke 

operator UPPKH kabupaten/kota untuk diupload ke SIM PKH nasional. 

Dan kemudian UPPKH pusat mengolah data hasil validasi dan 

menentukan daftar tetap peserta PKH.seluruh data peserta PKH yang telah 

ditetapkan akan menjadi data dasar utama UPPKH dan merupakan daftar 

resmi peserta PKH. 
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Master database tersebut dikirim UPPKHpusat ke mitra kerja 

/vendor untuk selanjutnya dicetak kartu peserta PKH. Kartu ini sebagai 

bukti kepesertaan dalam PKH dan nama-nama yang tercantum dalam kartu 

tersebut adalah nama ibu/wanita yang mengurus anak. Kartu peserta PKH 

dikrimkan ke UPPKH kabupaten/kota untuk selanjutnya didistribusikan 

oleh pendamping desa kepada peserta PKH. 

3. Pembentukan Kelompok Peserta PKH 

Setelah penyaluran bantuan pertama dilakukan, UPPKH kecamatan 

memfasilitasi pertemuan kelompok peserta PKH. Setiap 15-25 RTSM/KSM 

disarankan memiliki ketua kelompok yang berfungsi sebagai contact person 

bagi UPPKH kabupaten/kota dan kecamatan untuk setiap kegiatan, seperti 

kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, penyelesaian masalah, sesi 

pemberdayaan keluarga (P2K2-FDS), dan sebagainya.
42

 

Ketua kelompok terpilih tidak diperkenankan memungut bayaran 

apapun dari peserta PKH, karena ditunjuk secara sukarela. Tetapi dapat 

mengikuti kegiatan seperti mengikuti sosialisasi , pelatihan, penyuluhan, dan 

sebagainya yang dilaksanakan oleh program. 

4. Verifikasi Komitmen 

Verifikasi komitmen peserta PKH pada prinsipnya dilakukan terhadap 

pendaftaran dan kehadiran anak baik di sekolah untuk komponen pendidikan 

maupun puskesmas dan jaringannya untuk komponen kesehatan. 
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Verifikasi komitmen peserta PKH dilaksanakan setiap bulan, dan 

hasilnya menjadi dasar penyaluran bantuan yang diterima peserta PKH.
43

 

a. Komponen Pendidikan 

Di sekolah/madrasah/sekolah luar biasa atau penyelenggara paket 

A/B, guru mencatat ketidak hadiran seluruh siswa penerima PKH untuk 

memantau tingkat kehadiranyang telah ditentukan yaitu 85% dari hari 

belajar efektif atau ketentuan tatap muka paket A/B/SMP terbuka/ 

keaksaraan fungsional dalam 9 bulan. 

Pengecualian diberlakukan pada siswa yang absen karena sakit 

paling lama 3 hari atau terjadi bencana alam  di daerah tersebut. Jika absen 

karena sakit lebih dari 3 hari secara berturut-turut siswa tersebut 

diwajibkan memberikan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh 

dokter atau petugas kesehatan yang diakui. 

Secara periodik, yaitu diawal bulan pendamping akan mengirim 

formulir verifikasi untuk tiga bulan sekaligus dan mengambil formulir 

tersebut pada setiap akhir bulan untuk diproses lebih lanjut. 

b. Komponen Kesehatan 

Verifikasi sebagai bukti terdaftar bagi peserta PKH komponen 

kesehatan dilakukan dengan melakukan kunjungan ke puskesmas atau 

layanan kesehatan terdekat paling lambat seminggu setelah ibu/wanita 

rumah tangga penerima mendapatkan kartu PKH.Peserta harus memeriksa 

kesehatan anak/kandungannya untuk dibuatkan catatan status kondisi 
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kesehatan pada awal program dan jadwal kunjungan pemeriksaan 

berikutnya dengan membawa kartu peserta PKH. 

Verifikasi dilakukan oleh petugas kesehatan kepada semua peserta 

PKH untuk memantau kehadiran/pemeriksaan pada layanan kesehatan. 

5. Penangguhan dan Pembatalan
44

 

Dalam pemberian dana bantuan Program Keluarga Harapan dapat 

dilakukan penangguhan dan pembatalan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Bantuan tidak dibayarkan bila peserta PKH tidak memenuhi komitmen 

yang telah ditentukan untuk 1 kali siklus penyaluran bantuan (3 bulan 

berturut-turut), namun masih tercatat sebagai peserta PKH. 

b. Kepesertaan PKH akan dikeluarkan bila peserta PKH tidak memenuhi 

komitmen verifikasi yang telah ditentukan untuk 2 kali siklus penyaluran 

bantuan (6 bulan berturut-turut). 

c. Dalam 3 kali siklus penyaluran bantuan berturut-turut (9 bulan) peserta 

PKH tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari kepesertaan PKH. 

d. RTSM/KSM terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai peserta PKH, maka 

dikeluarkan dari kepesertaan PKH. 

e. Peserta PKH yang telah dikeluarkan kepesertaannya, tidak dapat diajukan 

kembali sebagai peserta PKH. 

f. Penangguhan program bagi pemerintah kabupaten/kota dapat terjadi 

apabila pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan tidak melaksanakan 

komitmennya yaitu : 
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1) Terdapat pengaduan terkait pelayanan kesehatan dan pendidikan, 

seperti ketidak tersediaan guru, tenaga kesehatan, dan vaksin, hingga 

melebihi 20% dari total jumlah peserta PKH di kabupaten/kota tersebut 

dalam waktu 4 bulan berturut-turut. 

2) Dalam 3 bulan, belum ada penyelesaiaan terhadap indikasi 

permasalahan penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan. 

3) Kabupaten/kota menyatakan keluar dari program. 

 

D. Islam dan Kemiskinan 

Kata Islam yang dipergunakan menjadi nama dari ajaran Allah SWT 

menunjukkan esensi atau inti dari isi ajaran itu. Inti pengertian dari kata Islam 

adalah masuk kedalam serasi, cocok, dan penuh kedamaian. Terciptanya 

keserasian, kecocokan dan memiliki cinta damai ini mengandung pengertian 

bahwa ia seorang muslim yang benar-benar mempunyai sifat rendah diri dan 

mau menundukkan kemauan pribadi kepada kemauan allah SWT.
45

 

Islam memerintahkan usaha-usaha yang dapat menanggulangi 

kemiskinan melalui kerja keras, pemerataan kemakmuran dengan cara 

menunaikan zakat, waqaf, sodaqoh, hibah, waris, wasiyat dan lain sebagainya, 

agar tidak terjadi akumulasi kekayaan hanya kepada beberapa orang kaya 

saja.
46

 

Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk problema 

yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di negara-

                                                             
45

Akmal Hawi, Dasar-Dasar Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 3 
46

 Muhammad Tholhah Hasan, Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural, (Jakarta: Lantabora, 

2005), Cet. Ke 3, h. 165 



 42 

negara yang sedang berkembang.Masalah kemiskinan ini menuntut adanya 

suatu upaya pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi dan 

menyeluruh dalam waktu yang singkat. Atau dengan istilah lain kemiskinan 

merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok, sehingga 

mengalami keresahan, kesengsaraan atau kemelaratan dalam setiap langkah 

hidupnya.
47

 

Profesor Gambiro Prawirosudirdjo dalam pidato pengukuhan guru 

besar tahun 1979 mengatakan bahwa masala-masalah ekonomi, sosial dan 

budaya yang merupakan faktor-faktor penghambat peran serta masyarakat 

dalam pembangunan kesehatan, kesemuanya berasal dari satu hulu, yaitu 

kemiskinan. Kemiskinan merupakan biang keladi dari sebagian besar masalah 

tersebut.
48

 

Menurut Ali Yafie, terdapat petunjuk dari salah satu hadis yang 

mengungkapkan sebab-sebab kemiskinan, yang berbunyi :“…aku mohon 

supaya engkau (tuhan) melindungi aku dari kelemahan (al-ajz), kemalasan, 

ketakutan, kepelitan, terlilit hutang, dan diperas dan dikuasai sesama 

manusia.”. Didalamnya tercantum hal-hal pokok yang menimbulkan 

kemiskinan yang memelaratkan, yaitu:
49

 

1. Kelemahan, apakah itu kelemahan hati dan semangat, atau kelemahan hati 

dan ilmu, ataukah kelemahan fisik. Semua itu mengurangi daya pilih dan 
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daya upaya manusia sehingga tidak mampu menjalankan fungsinya 

sebagai pencipta dan pembangun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

2. Kemalasan, tidak diragukan lagi bahwa sifat ini pangkal utama dari 

kemiskinan yang bertolak belakang dari yang diajarkan oleh Islam. 

3. Ketakutan, keberhasilan seseorang dalam merintis ataupun melanjutkan 

sesuatu atau tugas banyak tergantung dari keberanian yang ada pada 

dirinya. 

4. Kepelitan, karena dengan sifat ini tanpa disadari kepelitan itu membantu 

untuk tidak mengurangi kemiskinan. 

5. Terlilit hutang, karena terlilit hutang itu sangat membelenggu kebebasan 

baik didunia maupun diakhirat. 

6. Diperas atau dikuasai sesama manusia, hal ini merupakan penyebab bagi 

timbulnya banyak penderitaan dan kemelaratan, baik pada tingkat 

perorangan, masyarakat, bangsa dan negara. 

Adapun konsep pengentasan kemiskinan menurt Yusuf Qardhawi 

mencakup tiga unsur pokok sebuah masyarakat berbangsa dan bernegara, 

yaitu individu, masyarakat dan negara :
50

 

Sarana yang menyangkut individu adalah bekerja, sedangkan sarana 

yang menyangkut masyarakat adalah : 

1. Memberi nafkah kepada karib kerabat. 

2. Menghormati dan menjaga hak tetangga. 

3. Mengeluarkan zakat secara sukarela. 
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4. Mengeluarkan kewajiban selain zakat dari harta yang dimiliki seperti 

membayar denda, nazar serta membantu orang yang sedang dalam 

kesulitan. 

5. Memberikan sedekah sukarela baik yang bersifat sementara maupun yang 

bersifat abadi seperti amal jariyah, wakaf dan lain-lain. 

Dan sarana yang menyangkut unsur Negara adalah jaminan baitul mal 

Negara, yaitu kewajiban Negara untuk memenuhi kebutuhan para fakir miskin 

yang membutuhkan, baik dari kalangan muslim maupun dzimmi. 

Dalam ekonomi Islam orang mukmin diwajibkan bekerja.Apapun yang 

dikerjakan adalah mulia, kecuali yang dilarang.Maka dalam sejarah, tidak 

ditemukan Nabi atau Rasul yang menganggur.Demikian pula para sahabat 

diantara mereka ada yang menjadi pandai besi, tukang kayu, penjahit, gembala 

ternak, petani dan pedagang
51

. 

Kerja dalam arti luas yaitu semua bentuk usaha yang dilakukan 

manusia, baik dengan bekerja fisik maupun kerja intelektual atau psikis.Ini 

berarti dalam pandangan Islam pengertian kerja mencakup seluruh pengerahan 

potensi yang dimiliki manusia.Sedangkan kerja dalam arti sempit yakni kerja 

untuk memenuhi kebutuhan hidup yang merupakan kewajiban bagi setiap 

orang.
52

 

Dengan bekerja masyarakat bisa melaksanakan tugas kekhalifaannya, 

menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar.Demikian pula 

dengan bekerja individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi 
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kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik kepada tetangganya.Semua itu dapat 

terlaksana dengan memiliki harta dan mendapatkannya dengan bekerja.Agama 

Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memilih pekerjaan yang 

mereka senangi dan kuasai dengan baik.
53

 

Bekerja merupakan pondasi dasar dalam produksi sekaligus berfungsi 

sebagai pintu pembuka rezeki. Menurut Ibnu Khaldun, bekerja merupakan 

unsur yang paling dominan bagi proses produksi dan merupakan sebuah 

ukuran standar dalam sebuah nilai. Proses produksi sangat tergantung terhadap 

usaha atau kerja yang dilakukan oleh karyawan, baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif.
54

 

Bekerja, berusaha atau berwirausaha merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari hidup dan kehidupan kita bekerja sekuat tenaga antara lain 

untuk mempertahankan hidup, memiliki harga diri, meningkatkan kualitas 

hidup serta aktualisasi diri agar tetap maju dan menjadi lebih baik lagi. Islam 

tidak menghendaki umatnya hanya berdiam diri dan bermalas-malas, apalagi 

hanya menjadi beban orang lain, bekerja dan berusaha adalah bagian dari iman 

dan taqwa pada Allah Swt. Agama Islam menghendaki agar  umatnya rajin 

bekerja secara professional, serta menjalani hidup ini dengan penuh semangat 

dalam rangka beribadah kepada Allah SWT sehingga dapat hidup secara 

layak, terhormat, bahagia baik rohani, jasmani, dan sosial.
55
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Bagi umat Islam, Rasulullah SAW adalah tauladan yang utama, dan 

dalam masalah bekerja Rasulullah tidak hanya memberi petunjuk dan nasehat, 

tetapi juga mengamalkan apa yang dinasehatkannya dan membuktikannya 

dengan bekerja. Adapun tauladan dan pandangan atau etos kerja yang dilakkan 

Rasulullah SAW yang juga patut kita lakukan pada pekerjaan kita saat ini. 

Sebagai berikut :
56

 

1. Bekerja sampai tuntas 

Untuk dapat berhasil dalam bekerja, maka pekerkjaan harus 

diselesaikan dengan baik dan tuntas. Pengertian bekerja dengan tuntas 

bahwa pekerjaan tertentu dapat diselesaikan dengan hasil yang sangat 

memuaskan, proses kerjanya juga baik, input atau bahan baku yang 

digunakan dalam bekerja juga efisien, dan semua tersebut dapat dilakukan 

apabila semua proses pekerjaan direncanakan dengan baik, dan 

dilaksanakan dengan baik dukungan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

ikhlas dalam melaksanakan pekerjaan. 

2. Bekerja dengan ikhlas 

Islam memaknai tujuan bekerja tidak hanya duniawi tetapi juga 

dimensi jangka panjang yaitu kehidupan sesudah mati, dan harapan masuk 

surga, oleh sebab itu ukuran keberhasilan pekerjaan tidak hanya kekayaan 

dan jabatan seperti orang sekuler, tetapi juga memperhatikan cara bekerja 

dan menggunakan hasil kerja baik merupa kekayaan maupun jabatan 

dengan cara yang baik dan benar. 
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Bekerja dalam konteks Islam harus dimaknai sebagai bekerja keras 

dengan cerdas dan ikhlas. Pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan rapi 

dan tuntas apabila dalam bekerja menggunakan strategi bekerja dengan 

mengkombinasikan antara potensi fisik dan potensi akal atau hati yang 

ikhlas sebagai upaya meraih pertolongan Allah Swt. 

3. Bekerja dengan jujur 

Bekerja dengan jujur dapat diartikan bekerja untuk mencapai 

tujuan dengan tidak berbohong, lurus hati, tidak berhianat, dan dapat 

dipercaya dalam ucapan maupun perbuatan.Setiap pekerjaan harus 

dipertanggung jawabkan, maka pada dasarnya kita harus bekerja sebaik 

dan sejujur mungkin. 

4. Bekerja menggunakan teknologi 

Bekerja menggunakan teknologi dapat diartikan dalam melakukan 

pekerjaan menggunakan benda atau alat yang dikembangkan manusia 

untuk memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya. 

5. Bekerja dengan kelompok 

Bekerja dengan kelompok dapat diartikan bahwa melakukan 

kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama-sama dengan orang lain 

atau beberapa dengan orang. 

Allah SWT menciptakan manusia berbeda-beda namun demikian 

satu sama lain dapat bekerja sama dalam rangka mencapai tujuannya. Pada 

saat ini sangat disadari bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan 

yang terbatas baik dalam pengetahuan, keterampilan, dan tingkah lakunya. 
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6. Bekerja keras 

Etos kerja bekerja keras dapat diartikan sebagai bekerja dengan 

penuh semangat atau penuh motivasi.Manusia merupakan ciptaan Allah 

SWT yang sempurna, manusia diberikan tubuh yang sempurna lengkap 

dengan indranya serta kemampuan berpikir.Oleh sebab itu sudah 

selayaknya umat Islam memacu dirinya untuk berbuat baik dalam 

hidupnya, yang bermanfaat di dunia dan bermakna di akhirat. 

7. Bekerja sebagai bentuk pelayanan 

Bekerja sebagai bentuk pelayanan dapat diartikan kita bekerja 

sebagai bentuk usaha melayani kebutuhan orang lain. Bekerja sebagai 

bentuk pelayanan yang pada saat ini dikenal dengan kepuasan konsumen. 


